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Kedudukan amil perorangan yang tidak mendapatkan tempat lagi dalam pengelolaan 

zakat, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah perkotaan dan atau di wilayah yang 

memiliki Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah merupakan suatu 

bentuk diskriminasi dan pengecualian yang bertentangan dengan konstitusi.Hal ini yang 

melatarbelakangi terbentuknya judicial review putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

Pengelolaan Zakat dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012. 

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan zakat 

pra putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang 

Pengelolaan Zakat di  eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2) 

Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 

tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pengelolaan Zakat  di eL-Zawa Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, yang dilakukan berdasarkan 

data-data di lapangan sebagai sumber utamanya. Adapun pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana data  berasal dari wawancara di 

lapangan. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif 

deskripsif. 

Hasilnya dapat disimpulkan bahwa; Pertama, pengelolaan zakat dieL-ZawaUniversitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah terlaksana dan terorganisir dengan baik 

meskipun eL-Zawa tidak dibawah ‘’payung’’ hukum BAZNAS, namun  praktek  pengelolaan 

pendistribusian dan transparansi pengelolaan zakat sudah sesuai dengan harapan dan 

keinginan pemerintah. Kedua, tidak ada implikasi putusan Mahkamah Konstitusi  kepada eL-

Zawa sebagaimana jawaban yang penulis dapatkan dari para informan. Hal ini dibuktikan 

dengan pengelolaan zakat masih seperti pra putusan MK. 

 

 
 


